
DI ERA OTONOMT DAERAH" 

Oleh : Dr. Hardinsyah, M S ~  - - -  . 

Paling tidak ada lima alasan kenapa perlu pe~nbangunan pangan, yaitu: 1) Masalah 

pangan atau potensi masalah pangan, 2) Pangan mempakan hak azasi manusia; 3) Pangan 

berperan penting dalam peningkatan kualitas manusia; 4) Pangan berperan penting dalam 

perbaikan ekonoili; dan 5) Pangan berperan penting dalam mewujudkan ketahanan dan citra 

1. Bfasdah pangan atau potensi masdah pangan 

Bila tidak ada masalah pangan atau potensi kenlun&nan masalah pangan, besar 

keinun&nan tidak diperlukan penlbangunan pangan. Tetapi kenyataannya pa sang sumt 

rnasalah pangan di Indonesia sejak kemerdekaan menjadi bukti bahwa masalah pangan di 

tanah air sering terjadi, hanya saja jenis masalah, besaran (magxtude) masalah, dan sebaran 

masalah pangan tersebut beragam dan berbeda antar waktu dan daerah. Potensi akan te jadi 

masalah pangan tetap a&, besar kecil masalahnya sangat tergantung pada berbagai upaya 

pernbangunan pangan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, serta sinerginya dengan 

berbagai kegiatan pen~bangman. - 
Kini fakta menmj bahwa tiga dari 10 anak balita Indonesia mengalami gizi 

kurang (KEP), tiga dari sepuluh wanita hamil mengalani kurang energi kronik O(EK), enam 

dari 10 keluarga potensi nlengalami rawan pangan Cfood inseczirity), karma tidak mampu 

memenuhi dm-pertiga dari kebutuhm pangannya, dan sebagian besar penduduk belu~n 
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mengkonsunlsi pangan hewani, sayur dan buah dalam junliah yang melnadai setiap hari. 

Fakta tersebut n~enunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih niengalanli masalah p a n p  

yang serius. 

2. Pangan Bak Azasi Nlanusia 

Indonesia turut menandatangani International Declaration of Hzrrllan Right tahun 

1948 dan menyepakati hasil World Conference on Hzrman Right 1993. Salah satu butir 

berkenaan dengan pangan dalan-i kedua dokunnen intemasional tersebut dinyatakan bahwa 

pangan adalah hak azasi rnanusia ,setiap orang berhak meniperoleh pangan yang cukup, d m  

setiap n e a r a  hams mengeinbangkan sistin~ janunan pemenuhan pangan b a g  pendudubya. 

Khusus b a g  anak, Convention on the Ibgl~ts of the Children 1989, yang j u g  

disepakati Indonesia, nlenekankan bahwa penlenuhan kebutuhan dasar (temlasuk pangan ) 

bag kelansungan hidup dan tunlbuh keinbang anak adalah hak azasi anak (Pasal 6). Lebih 

lanjut dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa nqara rnenjanin pelayanan kesehatan dasar dan 

perbaikan g z i  b a g  anak, temlasuk 11leIalui nlakanan bergzi, air bersih dan pencegahan polusi 

lingkungan. Dalanl Pasal 27 ayat 2 dan 3 diatur tentang peran orangtua dan neggra, yaitu 

orangtua bertanggungjawab sesuai batas ke~nalnpuannya. Sementara Negara mengambil 

langkah-langkah layak membantu orangtua dan orang lain untuk melaksankan hak-hak anak 

tsb, bila perlu memberikan bantuan materiil dan dukungan program. 

Sebelum lahir International Declaration of Hzlr7zan Right tahun 1948, Indonesia 

telah lebih dahulu mempunyai komitmen akan pentingya pe~nenuhan pangan setiap 

penduduk Indoinesia, sebagai bagan dari penjabaran pasal 34 1945. Dalarn pasal ini 

dinyatakan bahwa negara bertangungjawab di dalam menlenuhi kebutuhan dasar (temasuk 

pangan) bag  ssetiap wargmya . Mernperkokoh aspek i w ~ l  htemasiional clan 1945 

tersebut, -Undang-un&r,g nomor 7/1996 tentang Pangan juga rnenekankan bahwa pangan 

adalah hak azasi manusia 
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Dengan demikian jelas bahwa penlenuhan kebutuhan pangan adalah bagian dari 

. Artinya setiap orang setiap keluarga menlpunyai hak untuk pemenuhan kebutuhan 

paangan, bila seseorang atau kelaurga atau masyarakat tidak mampu memendu kebutuhan 

pangannya maka negara dalam ha1 ini pemerintah, swasta dan masyarakat hams meinbantu, 

memfasilitasi agar nlereka yang tidak manlpu dapaat memenuhi kebutuhan pangannya, Bila 

tidak negara, terntanla pemerintah dari birokrasi yang terdekat (Penlda di era otononu) dengan 

masalah tersebut dapat dituntut secara hukum karma kelalaian atau kesengajaanmya. 

3. Bmgan d m  Kufitas SDM 

Pembangman pangan tidak sekedar untuk nlenlbebaskan penduudk dari kelaparan, 

rawan pangan dan membebaskan negara dari pelansaran tetapi lebih dari itu adalah 

untuk menjarnin tercapinya kehidupan manusia atau penduduk berkualitas. Apa artinya 

pmduduk yang nlempunyai kehidupan berkuaiitas? Uaitu penduduk yang hdup sehat, aktif 

dan p r o d a f  secara berkesinambungan, seperti halnya tujuan ketahanan pangan yane 

diamanatkan dalam International Confe?-eence of Nutrition 1992 dan World h o d  Szlr7zi?lit 

1996. 

Banyak bukti bahwa penlenuhan kebutuhan pangan yang cukup, benxutu dan 

beragam, yang dalam istilah gizi disebut "gizi seii~lbang", dapat meningkatkan tumbuh 

kembang anak secara optimal, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan in~unitas tubuh, 

meningkatkan ketahanan dan kemanlpuan fisik, yang secara keselumhan meningkaatkan 

kualitas sumberdaya manusia. Kurang makan j u g  berdampak j angkaa panjans pada diabet 

dan hipetensi m l i p ,  IV, et. al. 1997). 

Sarapan pa@ mempmyai nilai s t a t ~ k  dalan~ peningaktan kualitas pendidikan anak 

usia sekolah. Penelitian Christine Powell, et a1 (1998) di Jamaica membuktikan bahwa 

sarapan pagi bagi anak SD yang mengalami gizi kurang meningbtkan nilai matematika, 

kemarnpuan membaca dan bicara serta status gizi anak tersebut. Kajian lairmya menunj 

sarapan pa@ bagi anak sekolah dasar dapat menin&atkan daya ingat dan nilai matematuika 
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anak (Grantham-McGregor, 1989). Progranm makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) di 

dapat meningkatkan ketahan fisik. anak yang ukur dari peningkatan 20-25 % kadar 

gula darah anak pada hari PMT-AS dibanding hari tidak ada PMIT-AS (Eardinsyah, dkk., 

1999). 

Kekurangan pangan dan gizi akan berdan~pak pan. ang bahkan berlanjut pada 

generasi berikutnya (Ukicef, 1998). Bayi wanita yang dilahirkan dengan ukuran tubuh yang 

pendek dan kecil (berat lahir rendah) sebagai pertanda kurang gzi ,  setelah dewasa 

cenderung rnelahirkan anak yang pendek dan kecil pula. Penelitian di Cebu, Philippina 

nlenunjukkan bahwa anak-anak usia dua tahun yang pendeldstunted (pertanda kurang makan 

dalanl jangka panjang) lebih pendek 11 cnl dibanding anak dengan status gizi baik pada usia 

yang sama; dan menlpunyai skor IQ (ukuran kecerdasan intelektual) 1 1 skor lebih rendah 

dibanding anak dengan status gizi baik pada usia yang saina (Unicef, 1998). 

Penlbangunan pangan menlpunyai peran strategis dalain pernbangunan ekonomi 

baik pada tin&at ~uikro nlaupun makro. Sebagain besar alokasi pengeluaran keluarga untuk 

belanja pangan, seh inm harga-harga pangan menpunyai peran do~ninan dalam nlenentukan 

laju inflasi. Sebagan besar pangan disediakan melalui kegiatan produksi (pertanian dan 

industri besar dan kecil pangan) dalam negeri yang mempmyai andil besar dalam 

rnengerakkan ekononli rakyatkerakyatan dan bangsa secara keseluruhan. Sebaliknya, 

ketergantungan yang semakin t i n 9  pada pangan impor akan menguras devisa dan dapat 

mengancam ketahanan pangan dan ekonomi bangsa. 

Ilasil kajian Fogel RIY. (1994) membuktikan bahwa pembangman pangan dan gizi 

mempmyai peran penting bagi kemajuan ekonomi suatu bansa. Sekitar separuh (50%) dari 

pertumbuhn ekonomi yang menakjubkan dicapai oleh Inggis dan neggra-neggra Eropah Barat 

selama hampir satu abad (1970 - 1980) sejak era industrialisasi disebabkan oleh karma 

investasi pemban30unan di bidang &zi (tenrtama faktor pangan), sanitasi lingkmgan dan 
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sosial. Hubungan sukses peinbangunan pangan dan gizi dengan sukses penzbangiman 

ekonolni tersebut dapat niudah dipahail< dengat1 ~~lencei~~iati  hubungan parigan clan g z i  

dengan kecerdasadpendidikan, hubungan pangan dan g z i  dengan kesehatan dan 

produkstifitas kerja, serta hubungan tingkat pendidikan dengan ekononu clan kesejahteraan 

yang banyak dianalisis oleh Becker, GS. (1993). 

5. Pmgm dm Kethanan Bnngsa 
i. @Atr" 

V l ' t  . 
i Ketahanan pangan setiao individu akan menjad fondasi bag  ketahanan pangan 

".l?.q keluarga. Selanjutnya ketahanan pangan keluarga akan menjadi fondasi bag  ketahanan 
I "AT-" 

', I pangan daerah dan bangsa. Pangan yang cukup disertai dengan manusia yang sehat 

berkualitas dan ekonomi yang tang& a h  melahirkan bangsa yang mempunyai kebudayaan 
i 

dan Iptek yang t i n e .  ~ e h i n ~ a  melahirkan bangsa yang bemartabat, mandiri dan d m  
1; \ d;segani. 

I 
I 
i Sebaliknya kelaparan, kurang gizi, kematian dan kemiskinan yang tin= akan 

persatuan dan kesatuan bangsa, d m  mernperbumk citra 3emerintahan dan 

jbangsa &lam percaturail dar. persaingan global. 

-%clang-Undang normor 22 hlun 1999 teiah membe ksvvenanw kepada 

pemerintah daerah (provinsi dm kabupatenlkota) untuk lebih banyak m a g t u r  dan mengola 

prn-baEgc~m di daerafi. KeweaEp peaerhtah pusat yang tidak di l impzM ke daerah 

hanya dibidang politik lair  negeri, keamanan, peraklan, mmetes, fiskal, agama yang 

kewenarigm lain (Pasal 7). Kewaangan lain tersebut meiiputi kebijaksanaan t enmg  

perencanam dan pengmdalian pernbanpan nasional, perimbmgin keuangan, system 

strasi dan kelernbagaan perskonomian negara neggra, pembinaan dan pemberdayaan 

SDNL, pmdayaan sumberdaya alam dan teknologi tine, konservasi dan standarisasi 
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nasional . Dengan denlikian kewenangan dalam p embangunan pangan di serahkan kep ada 

daerah. 

Disamping sisi positif keberadaan Undang undang Otonollli Daerah, sisi negatif 

dalam pelaksanaan Undang undang ini juga bermunculan diberbagai daerah yang tampak 

dari egoisme Kepala Daerah atau Pemda @rovinsi dan kabupatenkota) dalain menolak 

berbagai kebijakan pusat, dan menganggap tidak ada hubungan pemerintah pusat dan daerah 

dalam perurnusan kebijakan dan prcgam pangan dan gizi di daerah, atau daerah 

menghraukan kebijakan dan program pangan nasional @usat). Sisi negatif ini muncul 

terutarna karma penlahaman tentang Undang undang Otonami Daerah yang tidak 

mmyeluruh. Pemahanlan Undang undang ini secara parsial bias menjadi ancaman bagi 

temjudnya ketahanan pangan daerah dan ketahanan pangan nasional. Padahal disadri 

bmar bahwa ketahanan pangan nasional adalah resultante dari ketahanan pangan di berbagi 

daearha di Indonesia. Nlasing-masing daeg&- di era- "Oto~omi perlu meinposisikan - -.--- 
penzbanpunan pangan gai bagian dari pemba pangan nasional. Daerah 

yang surplus akan membutuhkan melalui 
= A" 

Bila masingmasing kepala herah mem&anG kewajibannya sesuai pasal 43 Undang 

undang Otonomi Daerak, temasuk kewajiban dalam pernbangunan pangan, tidak r n u n g b  

seorang Icqala daerah akan mm&esampin&an arahan kebijakan pembanguam pangan 

seperti yang ditmngkan dalam GBHN dan Propaas. 

Berdasarkan pasal43 U"J Otonomi Daerah ada tujuln butir kavajiban kqala  daerah 

(gubernur, bupati/walikota). Ketujuh butir kewajiban irii berhimn dengx~ pembangu17tin 

pangan. Pertama, nxempeicahznka1 dan menlelihara keuttrhan sebgai &a-cita 

proklamasi. K e c h p a n  dan pemerataan pangan merupakan salah satu alat pemersatu bangsa. 

Sejarah membuictikan bahwa ketirnbangan pangan, lonjakan harga pangan dan kelaparan 

dapat memicu ~erakan  anti-pen~erintah dan rnengganw stabilitas dan mengancam 

disintwjasi bangsa. 
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Kedua, memegang teguh Pancasila dan UUD 1945. Seperti telah dipaparkan pada 

bagian sebelumnya bahwa pasal 34 UUD 1945 ~i~engamanatkan b a h w  negara 

bertangungawab dalam menlenuh kebutuhan dasar (termasuk pangan) setlap penduduk 

Indonesia. Dalaill kaitannya dengan desentralisasi, tangungawab ini diserahkan kepada 

pemerintah daerah, dan UU no 2211999 mengarnatkan bahwa Kewajiban kepala daerah untuk 

menwgkkan 1945 tennasuk pasal34 tersebut 

Ketiga, men&ornlati kedaulatan rakyat . Setiap rakyat atau penduduk lnempunyai 

kedaulatan sebagai warga negara dan n~e~npunyai hak azasi. Salah satu hzk azasi yang 

dijanlin oleh DeMarasi Intemasional (Declnrntion of Hzannn Right tahun 1948) d m  

pemdangan yang berlaku 1 Indonesia seperti Undang-Undang noinor 7 tahun 1996 tentang 

Pangan (butir 1 dari aspek menimbang). 

Keempat, menwgkkan seluruh Peraturan perundang-undangan. Mengawalai era 

otonomi daerah, masalah ini seringkali dileehkan Kepada Daerah seakan-akan hanya 

peraturan didaerahnya, karena "taa atau takut" pada DPRD. GBHN 1999 

adalah produk pemdangan (Tap PI/IPR), Popenas adalah produk pemdangan (Undang- 

undang), Undang-Undang nomor 7 tentang Pangan, Kepres 4112901 adalah bagim dari 

peraturan penuldangan yang berlaku di neggra Illi, yang didalamnya memuat berbagai 

kebijakiln dm arahan program pembangan pangn di Indonesia. Bila ada Kepala Daerah 

yang merumcsican kebijakan d m  program pembangunan pangan di daerah bertentangan atau 

rnengiraakul ~ebijakan ketahanan pangan dsri dokumen pcraturan-pemdangan tersebut 

berarti kepala daerah rnelangar salahsatu butir dari pasal 43 UU nomor 2211999 tentang 

&nomi Daerzh. 

Kelima, n~~!fi&atkan kesejahteraan rahax. Peningkatan kesejahteraan rahyat 

men)-an&& dimensi yang has ,  yans pada dasamya dipricritaskan pada bidan3 pemt311ub.m 

kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan panpn, p zkaian, perurnahan, kesehatan dan p erlcfidikzin 

yang saling berkaitan erat. Pernenuhan kebutuahan pangan dan Gesehatan rnerupakan syarat 

mutlak untuk me~zperoleh kebutuhan pendidikan sccara optinla1 baik fonnal nlaupun non- 
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fonnal . Tidak mun&n peilluhan kesehatan dapat dicapai tanpa pemenuhan kebutuhan 

pangan, pakaian, pemahan .  

Oleh karena itu pelnenuhan kebutuhan pangan penduduk, palagi bagi keluarga yang 

tidak rnaluipu ~nerupakan bagain dari kewajiban kepala daerah. Karena itu setiap setiap 

Pemerintah Daerah hams menlpunyai sistiln ketahanan pangan daerah, temasuk kebijakan 

dan program-program penlbangman pangan daerah yang bertujuan untuk pemenuhan 

kebutuhan gizi dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Bukti terpeuhinya kebutuhan 

pargan penduduk dapat dilihat dari tersedianya pangan yang cukup, tidak ada keluhan harga 

pangan yang tin&, tidak terjadi kelaparan, kerawanan pangan dan gizi buruk dikalangan 

penduduk. 

Keenam, rnemeliharta ketentraman dan ketertibvan rnasyarakat. Hal ini terkait 

dengan butir pertama, dimana pembangunan pangan berperan dalarn mernantapkan hub-mgan 

penduduk dengan pen~erintah, hubungan antar penduduk, hubmgan antara yang nlishn dan 

yang kaya, sehinga t e m j u d  stabilkitas keamanan dan ketertiban rnasyarakat. Bahwa yang 

kaya perlu dipajak, dan didalam harta orang yang kaya ada hak orang yang miskin, yang 

p engelol perlu diatur oleh pemerintah pusat dan daerah. 

Ketujuh, rnengaj rancmgan Perda d m  rnenetap ya bersama DPRD. 

PernbanDounan pangan didaer~h perlu dirtmuskan sebagai bagian intwgal dari Rencanan 

strate& Pe~nbangman Daerah, yang kondusif dengm kebijakan dm program laimya serta 

mmdsrong berkembangya e'xonomi daerah, pemenuhan kebutuha? pangan dan p 

kesejditeraan pmduduk di herah. Untuk mencapai hal ini Pemda perlu merumuskan dan 

menyernpunakan berbagai ahran bagi terselengpranya pembm3azn pangan di daeral 

secara optimal. Bila irLi tidzk temriljud berarti Kepala Daesall tidak memenuhi salah satli 

kewajibannya ssbagai kcpala daerah. l'idak jarang karena terlalu rnendewa-dew- 

indicator ekonomi berupa PDIi;B, pencapaim tujuan-tujaun pembangunan ekon~rni daerah 

dalarn ta irnplementasi bedentangan den@ tujuan pembm30unm pangan> misalnya 

masalah penggounaaan 1 , pengelolaan air dan l i n w g a n ,  pengelolaan pasar dan 

prasarana transportasi pedesaan, yang amat penting bagi pembangunan pangan.. 
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Dalain upaya mewujudkan berbagai kewajiban Kepala Daerah tersebut diatas dalanl 

berbgai diinensi penlabangunan pangan, kepala daerah perlu membangun suatu system 

ketahanan pangan daerah, yang ineliputi kebijakan dan program pembangunan pangan y q  

jelas dan temkur dari waktu ke waktu, sistim informasi dan kewaspadaan p a n w ,  

kelembagaan pangan, personalia dan manajenlan program pangan, kemiktraan dan 

koordinasi program pangan dengan swasta dan masyar, kat, me~lzfasilitasi pengenlbangan 

agribisnis dan agoindustri, pengembangan pasar dan pemasaran produk-produk pansan, serta 

insentif bila perlu. 

Paradigma baru pembangunan pangan di era otonomi daerah n~enuntut keberadaan 

surnberadaya manusia dan kelembagaan pangan d m  pertanian yang kompetm di masing- 

masing daerah. Propses perencanaan pembangunan pangan masa lalu ymg sentralistik bisa 

jadi membuat kelembagaan pangan di daerah agak lemah pada masa transisi peIaksmam 

otonomi daerah. ?--*--A --- 
-----dl- _l%.-x - ^ .--- i -_l_li.?_ly -I * I-~_-V~ - _. 

+=-- 
</.A, -- * - --" "3 

Salah satu upaya rnemperqat penin&tan kemzn~puan SDM dan k s ~ e & b > ~ ~  
\ 

di daerah mengbadapi paradigma barn pe~~~ban~ounan pangan di daerah acid&%' : 
r. 

dG&-m'engembzI@ kemitraan -- denem - s .-a--+ perguruan ----*%- -*" --**a-dw t i n e  dan - -%--4--- SM wBTgg 

membeiikan bmtuan teknis dan pelathan pemtxsan kebijakan dan program, peren 

dan per.gelolaan pernban3ounan pangan di daearh, baik dari daerah setempat maupun &ri 

luar daerah. Disampkg itu kcgatan magma studi banding dan tukar-menukar pagalaman 

der~gan daeral lain yang sudah lebih maju dalam perencanaan, koordinasi dan p~~~gelolaan 

pemban3w pangan daerahya jq,a menjadi alternatif. 

Di masing-masing daerah perk ditingkatkan dan dikenlbmgkan kernitram w r  

kelernbagiac terkait &lam pemabngunan pangan. Kelambagaan yang telah ada (seperti T k  

Pangan dan Gizi) selagai dapat berfungsi dengan baik perlu dipertahankan dm &ernban* 
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sebagai salah satu wahana koordinasi t e h i s  penlbangunan ketahanan pangan di daerah. Bil: 

me~~~un:&nkan, dibentuk kelenlbagaan kebijakan seperti dewan lcertaharla pansan daerah 

serta kantor ketahanan pangan daerah yang bersifat structural, dengan fungsi utama pad: 

koordinasi pembanguanan pangan daerah, nmegenzban&an systelll infon~~asi  dan pemantauar 

serta melakukan pengkajian operasional untuk perulllusan kebijakan dan program pangan dar 

gizi rlaerah. Sebagai salah satu contoh lembaga keillitraan koordinasi pada tatanan kebijahr 

disajikan pada Gambar 1, dan pada tatanan koordinasi pelaksanaan dan sistim infornlas 

panmn disajikan pada Gainbar 2. 
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Garnbar 1. Kenlitman perurnusan kebijakan pangan dan gizi daerah 

Gdmbar 2. Kernitram perencanaan dm program patlgzii dan g i i  daerah. 
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